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ABSTRAK

Hasil Perkembangan teknologi keuangan melalui Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) seperti GoPay Pinjam memberikan
kemudahan akses finansial bagi masyarakat. Namun, kemudahan ini menimbulkan
problem riset yang mendesak: apakah klausula baku dalam layanan GoPay Pinjam
telah memenuhi standar perlindungan hukum bagi debitur sebagaimana diatur
dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, dan bagaimana implementasinya ditinjau dari
perspektif Maqasid asy-Syari‘ah? Problematika tersebut mencakup pencantuman
klausula baku yang memberatkan debitur, penyalahgunaan data pribadi dalam
mekanisme penagihan, serta indikasi pembebanan manfaat ekonomi yang
melampaui ambang batas regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bentuk perlindungan hukum bagi debitur berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024,
serta menelaah implementasinya dari perspektif syariah. Permasalahan tersebut
dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum (preventif dan represif) serta
Teori Maqasid asy-Syari‘ah gagasan Ibnu Asyur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa POJK
Nomor 40 Tahun 2024, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data
Pribadi, dan dokumen syarat dan ketentuan (terms and conditions) GoPay Pinjam;
serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan kajian akademis
terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan
observasi partisipatif atas layanan GoPay Pinjam. Analisis dilakukan secara
preskriptif menggunakan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum preventif-
represif dan Teori Magasid asy-Syari‘ah Ibnu Asyur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan GoPay Pinjam
belum sepenuhnya, memenuhi, ketentuan perlindungan; kensumen sebagaimana
diatur dalam POJK Nomar 40 Tahun 2024. Terdapat pembebanan manfaat ekonomi
yang mencapai 0,132% per hari melalui celah pemisahan biaya (fee splitting),
sehingga-melampaui ambang batas regulasi ‘sebesar ‘0,1%. Selain tu, ditemukan
pencantuman “Klausula /“eksoperasi yang /. membebaskan tanggung jawab
penyelenggara Secara sepihak, serta pelanggaran data pribadi berupa eksploitasi
kontak darurat (emergency contact) untuk penagihan. Ditinjau dari Maqasid asy-
Syari‘ah Ibnu Asyur, praktik tersebut belum selaras dengan nilai kemaslahatan
karena mencederai prinsip keadilan (al-‘adl), kesetaraan (al-musawah), dan
transparansi (wudiih), serta melanggar unsur perlindungan harta (hifz al-mal) dan
martabat kemanusiaan (hifz an-nafs). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) disarankan untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas entitas yang
melanggar ketentuan pembebanan biaya, serta mewajibkan pihak platform untuk
merevisi klausula baku yang merugikan debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Debitur, Klausula Baku, GoPay Pinjam, Magqasid asy-
Syari‘ah, POJK Nomor 40 Tahun 2024.



ABSTRACK

The development of financial technology through Information Technology-Based
Joint Funding Services (LPBBTI), such as GoPay Pinjam, has provided easier
access to financial services for the public. However, this convenience gives rise to
an urgent research problem: whether the standard clauses contained in GoPay
Pinjam services comply with the legal protection standards for debtors as regulated
under Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 40 of 2024, and
how their implementation can be assessed from the perspective of Maqasid al-
Shari‘ah. The issues examined include the inclusion of standard clauses that may
disadvantage debtors, the misuse of personal data in debt collection mechanisms,
and indications of economic benefit charges exceeding the regulatory threshold.

This research is a normative legal study employing both the case approach
and the statute approach. The legal sources consist of primary legal materials,
including POJK Number 40 of 2024, the Consumer Protection Law, the Personal
Data Protection Law, and GoPay Pinjam’s terms and conditions documents; as well
as secondary legal materials, including legal literature, scholarly journals, and
academic studies relevant to the subject matter. Legal materials were collected
through library research and participatory observation of GoPay Pinjam services.
The analysis was conducted prescriptively using the analytical frameworks of
preventive and repressive legal protection theory and Ibn Ashur’s Maqasid al-
Shari‘ah theory.

The results indicate that the implementation of GoPay Pinjam services has
not fully complied with consumer protection provisions as stipulated in POJK
Number 40 of 2024. The study identified economic benefit charges reaching
0.132% per day through a fee-splitting mechanism, thereby exceeding the
regulatory limit of 0.1%. In addition, the research found the inclusion of
exoneration clauses that unilaterally; limit the, liability of-the service provider, as
well as practices_involving the use of emergency. contact information for debt
collection.purposes..From the perspective of Ibn Ashur’s Maqasidal-Shari‘ah, such
practices-are not fully aligned with the ‘principle of public welfare (maslahah), as
they undermine the' values ‘of justice (al-‘adl),” equality (al-musawah), and
transparency (wudih), while also affecting the protection of property (hifz al-mal)
and human dignity (hifz al-nafs). Therefore, the Financial Services Authority (OJK)
is encouraged to strengthen its supervisory mechanisms, impose stricter sanctions
on entities violating cost limitation provisions, and require platform providers to
revise standard clauses that may disadvantage debtors.

Keywords: Debtor Protection, Standard Clauses, GoPay Pinjam, Maqasid al-
Shari‘ah, Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain.

Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke

Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab m Nama !
\ Alif tid;k dilaml-);ngkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ 54 ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7z ze (dengan titik di atas)
B} Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)




o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L 7a Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

s Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L ‘el

2 Mim M ‘em

o Nun N ‘en

5 Waw W W

o Ha’ H Ha

e Hamzah i Apostrof

$ Ya’ \ Ye

B. Konsonan'Rangkap karena Syaddah

1, %2

5 B

Ditulis

Muta ‘addidah

=

Ditulis

‘iddah

Xi




C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

a,”S’

Ditulis

hikmah

i

Ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

NEPNEVES

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbtatah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

il 88 Ditulis Zakah al-Figri
D. Vokal Pendek
i N Fathah Ditulis A
A Kasrah Ditulis I
3. | - Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif - a
1. ey Ditulis Istihsan
+ b M -
5 Fathah + ya’ mati ) Ditulis a’_
S Unsa
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Kasrah + ya’ mati

l

3. Ditulis _
e al- ‘Alwant
Dammah + wawu mati o i
4 ; Ditul
psle s ‘Uliim
Vocal Rangkap
1 Fathah diikuti Ya’ Mati Ditulis Al
' Ay Bainakum
) Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis Au
' Jé Qaul

. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis a’antum
e Ditulis ‘u’iddat
A5 gl Ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyyah
Al Ditulis al-Qur’an
el Ditulis al-Oiyas

2. Bila diikuti

hurufi Syamsiyah ".ditulis ‘dengan ‘menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 7’ (el) nya.

FTWY

Ditulis

ar-Risalah

oLl

Ditulis

an-Nisa’
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Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

sl g Ditulis Zawr al-furiid

Al ! Ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma‘arif.dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa
perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam bidang
ekonomi dan keuangan. Kemunculan financial technology (fintech) menjadi salah
satu inovasi paling signifikan yang memengaruhi sistem keuangan global. Fintech
memungkinkan layanan keuangan dilakukan secara cepat, mudah, dan efisien
melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk layanan fintech yang
paling populer adalah layanan pinjaman online (online lending atau peer-to-peer
lending), yang mempertemukan pemberi dana (kreditur) dengan penerima dana
(debitur) secara langsung melalui platform digital tanpa harus melalui lembaga
keuangan tradisional seperti bank.*

Fenomena pinjaman online ini tidak hanya terjadi di negara maju seperti
Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, tetapi juga berkembang pesat di berbagai
negara berkembang. Menurut laporan World Bank jumlah_pengguna layanan
fintech lending di"dunia meningkat lebih dari"30% setiap tahunnya sejak 2019. Hal
ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam perilaku keuangan masyarakat,
dari yang semula mengandalkan lembaga keuangan konvensional menuju platform

berbasis digital.

! Agus Suwandono Et AL, “Pemahaman Aspek Hukum Fintech Lending Dalam Mewujudkan
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” Proficio 5, No. 1 (2024): 126-35..



Laporan terbaru World Bank tahun 2025 menegaskan bahwa digitalisasi
keuangan terus mengalami percepatan yang signifikan, meskipun dengan fokus
yang lebih luas pada akses dan inklusi keuangan digital. Melalui Global Findex
Database 2025, World Bank mencatat bahwa 79% orang dewasa di dunia Kini
memiliki akun keuangan yang terhubung secara digital, dan peningkatan ini banyak
didorong oleh penggunaan mobile money serta perluasan konektivitas digital. Hal
ini menunjukkan bahwa masyarakat global semakin beralih dari layanan keuangan
konvensional menuju platform digital yang lebih mudah diakses dan cepat
digunakan. Namun, laporan tersebut juga menyoroti adanya tantangan serius,
termasuk kesenjangan akses internet, keamanan digital, serta perlindungan
konsumen dalam transaksi keuangan berbasis teknologi. Dengan meningkatnya
penggunaan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online, kebutuhan
regulasi yang efektif dan perlindungan konsumen yang kuat menjadi semakin
mendesak untuk memastikan bahwa perkembangan fintech memberikan manfaat
tanpa menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.?

Perkembangan pesat fintech lending juga menimbulkan_berbagai tantangan
baru. Di~banyak ‘negara, muncul masalah seperti penyalahgunaan data pribadi,
bunga yang tidak transparan, hingga pelanggaran terhadap hak konsumen. Regulasi
yang belum sepenuhnya matang membuat sebagian pengguna mengalami kerugian

akibat praktik pinjaman yang tidak adil. Oleh karena itu, lembaga keuangan

2 “Digital Technology Is Unlocking Financial Inclusion,” World Bank Blogs, accessed
November 26, 2025, https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/digital-technology-is-
unlocking-financial-inclusion.



internasional seperti World Bank dan Financial Stability Board (FSB) menekankan
pentingnya kerangka hukum dan pengawasan yang ketat untuk menjaga keamanan
dan keadilan dalam transaksi digital ini.®

Hingga April 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 2.523
pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal, dengan mayoritas pengaduan
berasal dari Pulau Jawa, yaitu sekitar 67% dari total aduan. Pinjaman online ilegal
ini seringkali menawarkan layanan yang mudah dan cepat sehingga menjadi daya
tarik, terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pinjaman melalui
lembaga keuangan resmi. Namun, keberadaan pinjaman online ilegal ini justru
menimbulkan berbagai masalah, seperti bunga yang tinggi, penagihan yang tidak
etis, dan kerugian ekonomi bagi debitur.* OJK sendiri terus melakukan pemblokiran
terhadap entitas pinjaman online ilegal dan mengingatkan masyarakat untuk
memilih layanan pinjaman yang resmi dan berizin guna menghindari risiko
tersebut. Fakta ini menunjukkan urgensi perlindungan debitur dalam layanan
pinjaman online, terutama untuk mengatasi penyalahgunaan dan ketidakadilan
yang disebabkan oleh praktik pinjaman ontine ilegal yang merugikan masyarakat.

Pinjam~meminjam ‘adalah hal™yang "lazim  dilakukan  oleh Masyarakat,
mengingat kebutuhan hidup yang Kian meningkat namun tidak di imbangi dengan

hasil pendapatan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di era modern

8 Komang Dian Andayani, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi
Dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending,” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial
Humaniora 2, no. 5 (2025): 110-21,

4 Retno D. P. Sari et al., “Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Bahaya Dan
Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal,” The Center for Sustainable Development Studies
Journal (Jurnal CSDS) 4, no. 1 (2025): 380-92.



sekarang perkembangan teknologi begitu pesat memudahkan segala pekerjaan
manusia dalam segala bidang, salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh
kemajuan teknologi ini adalah Financial Technology (Fintech) yang merupakan
salah satu alternatif untuk memudahkan kegiatan pinjam meminjam secara online
yang berbasis peer to peer lending (P2PL).° Dengan latar belakang terdesaknya
kebutuhan finansial yang harus dipenuhi, banyak Masyarakat yang mulai
menunjukan ketertarikannya pada kemudahan teknologi ini, terlebih lagi
penyelenggara pinjaman memberikan kemudahan yang sangat longgar untuk para
debitur, dan masalah itu muncul saat Debitur tidak bisa memenuhi prestasinya.
Bukannya memberikan kemudahan, namun sebaliknya memberikan dampak
yang begitu merugikan Debitur, karena seringnya Kreditur memberikan suku bunga
yang sangat tinggi sehingga Debitur tidak bisa membayar cicilan tersebut. Ketika
Debitur melakukan wanprestasi, tidak jarang Kreditur melayangkan berbagai
tindakan intimidasi pada korban yang dapat membuat tidak nyaman bahkan pada
beberapa kasus korban sampai memilih untuk melakukan tindakan fatal karena
tekakanan, psikologis dan beban  soisal yang berat, jpenagihan_pinjaman juga
dilakukan'dengan'cara melakukan intimidasi terhadap peminjam dan orang terdekat
peminjam seperti keluarga atau teman dekat. Pada kasus ini para debt collector
mengakses kontak peminjam untuk menyebarkan dan menelpon ke semua nomor

kontak yang terdapat di ponsel peminjam sehingga menyebabkan tercemarnya

® Aulia Azka and Maria Arista Ulfa, “Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital
Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law,”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2024): 96-108,



nama baik peminjam. Maka dengan hal tersebut para kreditur melakukan
pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
karena telah mengakses data pribadi peminjam untuk melakukan intimidasi
terhadap peminjam.®

Eksistensi aplikasi pinjaman online berbasis peer to peer lending adalah sah
secara hukum, diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Walaupun sudah mempunyai
regulasi hukum, namun masih terdapat kekosongan hukum pada peraturannya,
kekosongan ini dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan yang
jauh lebih banyak melalui cara yang tidak sesuai. Maka dengan hal tersebut terdapat
perlindungan terhadap konsumen.’

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam
sektor keuangan, termasuk munculnya layanan pinjaman online atau Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Melalui platform ini,

masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan lebih cepat, mudah, dan praktis

® Hani Suriyani et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Data
Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Di Indonesia,” Padjadjaran
Law Review 9, no. 2 (2021),

" Etis Cahyaning Putri And Frida Atma Yolanda, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Nusantara Hasana
Journal 2, No. 1 (2022): 187-97.



tanpa harus melalui prosedur perbankan yang panjang. Namun, kemudahan tersebut
tidak terlepas dari berbagai risiko yang merugikan konsumen, khususnya debitur.®

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara melalui POJK Nomor 40 Tahun
2024 memperkuat regulasi tentang penyelenggaraan LPBBTI, khususnya terkait
transparansi informasi, tata kelola, mitigasi risiko, perlindungan data pribadi, serta
mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi ini dirancang agar hak dan posisi
debitur terlindungi secara hukum, sekaligus memastikan keberlangsungan industri
fintech yang sehat dan terpercaya.

Apabila fenomena ini ditinjau menggunakan instrumen Magqasid asy-
Syart‘ah kontemporer gagasan Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, praktik tersebut
mengancam pencapaian kemaslahatan dalam berekonomi. Pengaburan informasi
biaya mencederal prinsip Wudih (keterbukaan/transparansi) yang memicu
terjadinya jahalah (penyesatan informasi) dan eksploitasi terhadap masyarakat
rentan, sehingga bertentangan dengan prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta).
Lebih lanjut, pelepasan tanggung jawab atas potensi kekerasan dalam mekanisme
penagihan bertentangan_dengan esensi_Hifz" al-Nafs (perlindungan jiwa dan
martabat-manusia). Transaksi muamalah yang sah sejatinya-harus' berlandaskan
pada prinsip al-"adl (keadilan) dan pelindungan subjek hukum yang setara..

Integrasi antara regulasi positif (positive law) melalui POJK dan nilai-nilai

Maqasid asy-Syari‘ah memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan sistem

8 Ermanita Permatasari et al., “Problems of Peer-to-Peer Lending (P2PL) in Indonesia from
an Islamic Law Perspective,” Jurnal limiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 11,
no. 1 (2024): 115-26,



perlindungan konsumen yang komprehensif. Dengan demikian, keberadaan
LPBBTI tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih luas, tetapi juga
memastikan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan bagi debitur. Upaya
perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat tingginya minat masyarakat
terhadap layanan pinjaman online dan meningkatnya risiko penyalahgunaan di era
digital.

POJK Nomor 40 Tahun 2024 mempertegas bahwa penyelenggara LPBBTI
hanya berperan sebagai perantara dan tidak boleh mengambil risiko kredit secara
langsung. Regulasi ini juga menetapkan batas maksimum pendanaan konsumtif dan
produktif untuk setiap penerima dana, mekanisme mitigasi risiko yang wajib
dilakukan (verifikasi identitas, analisis risiko, penagihan), serta ekuitas minimum
bagi penyelenggara. Dengan demikian, POJK 40/2024 mengisi kekosongan
regulasi sebelumnya dan memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi debitur,
sekaligus menjaga stabilitas platform fintech.®

Meskipun POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/2023 telah
menetapkan_batas maksimal Manfaat Ekonomi sebesar 0,1% _per hari untuk
pendanaan konsumtif, ‘pada’ praktiknya masih ditemukan “indikasi pelanggaran.
Berdasarkan temuan awal pada aplikasi GoPay Pinjam, total pembebanan bunga
dan biaya layanan mencapai sekitar 0,132% per hari. Selain itu, draf perjanjian

(klausula baku) yang disodorkan kepada debitur masih mengandung klausula

® Rudyanti D. Tobing and Ahyoanto Zadrakh Dukuy, “Legal Protection for Consumers of
Information Technology-Based Joint Funding Services,” Jurnal limu Hukum Tambun Bungai 10,
no. 1 (2025): 640-54, https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i1.525.



eksonerasi yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab serta adanya
pemaksaan kuasa mutlak (auto-debet). Praktik yang memberatkan ini tidak hanya
berbenturan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip
Magasid asy-Syart‘ah, khususnya Hifz al-Mal (perlindungan harta) dari praktik
eksploitasi."

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi untuk dikaji lebih
mendalam melalui penelitian ini dengan judul ** Analisis Perlindungan Debitur Pada
Klausula Baku GoPay Pinjam Tinjauan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan Magasid
asy-Syari‘ah
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti sajikan di atas, maka Adapun

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas klausula baku dan
pembebanan manfaat ekonomi GoPay Pinjam ditinjau dari POJK No. 40
Tahun 2024?

2. Bagaimana' tinjanan ‘Maqasid asy-SyarT‘ah terhadap implementasi klausula
baku dan‘pembebanan 'manfaat ekonomi-pada layanan-GoPay Pinjam?

C. Tujuan dan'Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi
debitur terhadap penggunaan klausula baku dan pembebanan Manfaat
Ekonomi pada layanan GoPay Pinjam ditinjau dari ketentuan POJK No. 40

Tahun 2024.



b. Untuk menelaah dan menganalisis implementasi klausula baku serta
pembebanan Manfaat Ekonomi pada layanan GoPay Pinjam dalam
perspektif Magasid asy-Syari‘ah, khususnya terkait prinsip Hifz al-Mal
(perlindungan harta) dan keadilan kontrak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan
literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai analisis klausula
perjanjian baku dan mekanisme perlindungan konsumen dalam layanan
pinjaman online. Integrasi perspektif hukum positif (POJK Nomor 40
Tahun 2024) dan prinsip Magasid asy-Syari‘ah ini dapat menjadi
referensi bagi studi akademik lanjutan di bidang hukum perikatan dan
fintech.

b. Praktis: Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman bagi
masyarakat, debitur, dan akademisi mengenai hak-hak debitur,
mekanisme perlindungan yang tersedia, serta dampak layanan pinjaman
online 'terhadap “kesejahteraan debitur dan dinamika industri fintech,
sehingga memudahkan pentilaian praktik layanan-pinjaman online dari

perspektif keadilan dan kemaslahatan.
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D. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Nafisha Asyifana dan Ajeng Pipit Fitriani (2024)
menunjukkan adanya empirical gap mengenai potensi besar fintech P2P
lending syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan perlindungan
harta (hifz al-mal) demi kemaslahatan debitur. Secara metodologis, terdapat
methodological gap karena kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada
aspek konseptual operasional, sedangkan penelitian ini melengkapinya
dengan kajian yuridis terhadap ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024.
Selain itu, skripsi ini mengisi theoretical gap dengan mengintegrasikan
prinsip Maqasid asy-Syari‘ah dan regulasi formal untuk menunjukkan
bagaimana keduanya saling melengkapi dalam meminimalkan risiko serta
memastikan manfaat inovasi pinjaman online bagi debitur..*

2. Kajian oleh Livia Trijunita Sari dan Khoiruddin (2024) mengungkapkan
adanya empirical gap berupa belum optimalnya kejelasan informasi,
keamanan transaksi, dan jaminan keadilan bagi debitur dalam praktik di
lapangan, meskipun POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah diberlakukan. Secara
metodologis, terdapat’ methodological ‘gap. karena “riset terdahulu lebih
menitikberatkan pada analisis normatif terhadap efektivitas perlindungan
konsumen murni dalam kerangka hukum positif. Untuk melengkapinya,

skripsi ini berupaya mengisi theoretical gap dengan tidak hanya

10 Heris Suhendar and Misbakhul Ulum, “Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan
Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda,” El Hisbah : Journal
of Islamic Economic Law 3, no. 1 (2023): 1-16, https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918.
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menggunakan kacamata hukum positif, melainkan juga mengintegrasikan
sudut pandang maqasid asy-Syart ‘ah. Hal ini dilakukan guna menelaah secara
spesifik sejaun mana POJK tersebut mencerminkan prinsip-prinsip syariah,
sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih filosofis dan berorientasi
langsung pada kemaslahatan debitur.!

3. Penelitian Heris Suhendar dan Misbakhul Ulum (2023) menyoroti empirical
gap terkait ancaman kerugian debitur, baik secara finansial maupun non-
finansial, akibat potensi kebocoran data pribadi dalam layanan fintech.
Secara metodologis, terdapat methodological gap di mana pedoman teknis
dan nilai moral sering kali dievaluasi secara terpisah; penelitian ini
mengisinya dengan menganalisis mekanisme implementasi operasional
sekaligus landasan kepatuhan hukumnya secara bersamaan. Lebih lanjut,
kajian ini berupaya menjembatani theoretical gap dengan memadukan dua
kerangka perlindungan yang berbeda. Skripsi ini menggabungkan Magasid
asy-Syari ‘ah sebagai landasan filosofis dan etis yang berorientasi pada hifz
al-mal dan hifz al-nas dengan POJK Nomor 40_Tahun 2024 yang menjadi
standar regulatif untuk memastikan layanan berjalan‘aman, transparan, dan

berkeadilan.?

1 Livia Trijunita Sari and Khoiruddin Khoiruddin, “Legal Protection for Financial
Technology Services from a Maqashid Syariah Perspective,” ASAS 16, no. 1 (2024),
https://doi.org/10.24042/asas.v16i1.18780.him. 7.

12 Heris Suhendar and Misbakhul Ulum, “Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan
Fintech Lending Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda,” El Hisbah : Journal
of Islamic Economic Law 3, no. 1 (2023): 1-16, https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918.
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4. Penelitian Ahmad Fathorrozi dan Moh. Hamzah (2024) mengidentifikasi
empirical gap terkait pentingnya penerapan berbagai bentuk akad syariah
(seperti gardh dan murabahah) dalam praktik fintech lending untuk
membentengi debitur dari jebakan riba, gharar, dan ketidakadilan. Secara
metodologis, terdapat methodological gap karena kajian terdahulu membatasi
fokusnya pada variasi praktik dan kepatuhan akad secara internal ; sedangkan
penelitian ini melengkapinya dengan menguji kepatuhan tersebut terhadap
standar mekanisme operasional yang diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun
2024. Selanjutnya, skripsi ini mengisi theoretical gap dengan tidak hanya
memosisikan kepatuhan syariah sebagai pelindung moral dan etis semata ,
melainkan mengintegrasikan perspektif Magasid asy-Syari‘ah dengan
kerangka hukum positif. Pendekatan ganda ini menegaskan bahwa
perlindungan komprehensif bagi debitur mensyaratkan adanya struktur akad
yang patuh syariat sekaligus tunduk pada standar legalitas nasional untuk
menjamin transparansi, keadilan, dan keamanan..*®

5. Buku Fintech Syariah karya Muryanto dan Kharisma (2022) mengonfirmasi
adanya-empirical gap terkait berbagai tantangan perlindungan konsumen di
lapangan yang masih menuntut transparansi operasional dan kepatuhan akad
secara ketat agar transaksi berjalan adil dan terbebas dari praktik merugikan.

Secara metodologis, terdapat methodological gap karena literatur terdahulu

18 Ahmad Fathorrozi and Moh Hamzah, “Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah:
Analisis Akad Dan Implementasinya,” Qawdnin Journal of Economic Syaria Law 8, no. 1 (2024):
84-101, https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494.



13

memotret mekanisme pengawasan dan problematika hukum fintech dalam
lingkup komprehensif dan makro; sedangkan penelitian ini melengkapinya
dengan berfokus pada analisis implementasi spesifik berdasarkan regulasi
terbaru, yakni POJK Nomor 40 Tahun 2024. Lebih lanjut, skripsi ini berupaya
mengisi theoretical gap dengan tidak sekadar mendeskripsikan peran
pengawasan OJK, melainkan mengintegrasikannya secara tajam dengan
prinsip Magasid asy-Syari‘ah sebagai landasan etis untuk keamanan harta
dan kemaslahatan guna merumuskan keseimbangan perlindungan debitur
yang utuh dari sisi syariat maupun hukum nasional.'*
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan konsumen menjelaskan bagaimana hak-hak debitur harus
dijaga dalam transaksi pinjaman online. Menurut Philipus M. Hadjon,
perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu preventif (pencegahan
sebelum pelanggaran hak) dan represif (penyelesaian setelah pelanggaran
terjadi). Dalam konteks pinjaman_online, perlindungan.preventif mencakup
transparansi” informasi,  kejelasan™ biaya, “dan_ keadilan—kontrak, sementara
perlindungan represif  mencakup mekanisme pengaduan hingga proses
penyelesaian sengketa. Kotler menegaskan bahwa perlindungan konsumen
bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian bagi pengguna layanan,

termasuk layanan keuangan digital. Sementara itu, Az. Nasution menekankan

4 Ibid
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bahwa konsumen termasuk debitur sering berada pada posisi yang lebih lemah,
sehingga perlindungan harus diberikan melalui prinsip keamanan, keadilan, dan
keterbukaan informasi.*® Teori ini menjadi landasan utama untuk menilai apakah
penyelenggara fintech telah melaksanakan kewajiban hukum dalam menjaga
hak-hak debitur.
2. Teori Maqasid asy-Syari‘ah Ibnu Asyur
Secara etimologi, Maqgasid asy-Syari‘ah merupakan istilah gabungan dari dua
kata Maqasid dan al Syari‘ah. Magqasid adalah bentuk plural dari magsud, gasd,
maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja gasada yaqsudu,
dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil
dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihlebihan dan
kekurangan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan
menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok
kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusus al mugaddasah (teks-teks
suci) dari al Quran dan al Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum
dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan Syariah dalam arti ini mencakup
agidah,amaliyyah.

Dalam penelitian ini, kerangka teori menggunakan pendekatan Maqasid
al-Syari‘ah versi Ibn ‘Ashur sebagai landasan normatif dan filosofis untuk
menilai perlindungan debitur terhadap layanan pinjaman online. Ibn ‘Ashur

memandang maqasid asy-Syari‘ah tidak semata-t mata terkait ritual atau aspek

5 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebauh Studi
Tentang Prinsip-Prinsipnya, (Bina Ilmu, 1987), him .30.



15

ibadah melainkan sebagai tujuan universal dan kontekstual dari tasyri‘ syariah

yang harus menjamin kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.®

Ibnu Asyur membagi konsep maqasid asy-Syari‘ah menjadi 2 bagian yaitu:

a. Magasid al- ‘Amm (tujuan umum syariah)
Memastikan bahwa layanan keuangan (termasuk pinjaman online) tidak
merusak nilai dasar manusia melindungi harta, memberikan keputusan
finansial rasional, menjaga keamanan debitur, dan tidak menjerumuskan ke
dalam ketergantungan utang yang membahayakan

b. Magasid al-khas (tujuan Khusus dalam hukum syariah)
Membantu menilai apakah regulasi modern (seperti POJK 40/2024) dan
praktik fintech telah memenuhi tujuan syariah dalam muamalah: keadilan,
transparansi, perlindungan konsumen dan bukan sekadar legalitas formal
semata.
Pendekatan ini relevan untuk mengkaji layanan pinjaman online (LPBBTI)
karena: melalui magasid ‘amm Kita bisa mengevaluasi apakah layanan
tersebut _menghormati hak-hak dasar_debitur (seperti.perlindungan harta,
akal “agar debitur bisa® membuat" keputusan finansial rasional, serta
jiwa/keamanan konsumen). Sementara magasid khas memungkinkan
analisis lebih spesifik terhadap aspek muamalah apakah praktek fintech,

regulasi (misalnya melalui POJK No. 40 Tahun 2024) dan operasionalnya

16 Moh. Toriquddin, “Teori Magashid Syari’ah Perspektif Ibnu Ashur,” Ulul Albab Jurnal
Studi Islam 14, No. 2 (2013): 184,
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benar-benar menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi debitur
dalam konteks modern.*’
Dengan demikian, teori Magqasid asy-Syari‘ah Ibn ‘Ashur menyediakan
kerangka teori yang komprehensif, fleksibel, dan normatif mengakomodasi
tuntutan syariah  klasik sekaligus kebutuhan penyesuaian terhadap
perkembangan zaman dan teknologi. Pendekatan ini memberi dasar kuat untuk
menilai validitas dan etika praktik pinjaman online dalam konteks modern serta
menjembatani antara norma syariah dan regulasi kontemporer.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research) atau penelitian kepustakaan (library research).
Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan pustaka atau
data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen
hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan layanan pinjaman
online. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti dapat melakukan analisis
yang komprehensif'-mengenai konstruksi ‘hukum perlindungan debitur dari
perspektif maqasid asy-Syari‘ah serta tinjauan regulasi berdasarkan POJK

Nomor 40 Tahun 2024.18

17 “Konsep Magqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu >Asyur | QONUN: Jurnal
Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,”  accessed =~ November 30, 2025,
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/gonun/article/view/4095

18 Ahamad Rosidi et al., “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field
Research),” Journal Law and Government 2, no. 1 (2024): 46-58,
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis

a. Deskriptif: Penelitian ini berupaya memaparkan, menguraikan, dan
memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan secara utuh
wujud kontrak elektronik, struktur klausula baku, serta rincian
pembebanan biaya (manfaat ekonomi) dan mekanisme penagihan yang
diterapkan dalam layanan GoPay Pinjam.

b. Analitis: Setelah objek dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis Kritis secara yuridis dan filosofis. Data dokumen
berupa klausula baku tersebut dianalisis dan dievaluasi kesesuaiannya
dengan hukum positif, khususnya POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta diuji menggunakan
kerangka teori Magqdasid asy-Syari ‘ah rumusan Ibnu 'Asyur. Analisis ini
bertujuan untuk menemukan preskripsi hukum terkait ada atau tidaknya
perlindungan yang berkeadilan bagi debitur dalam perjanjian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Meskipun tidak

meneliti putusan pengadilan, pendekatan kasus dalam penelitian normatif

ini diterapkan dengan menjadikan dokumen elektronik berupa Syarat dan

Ketentuan (klausula baku) GoPay Pinjam sebagai "kasus posisi* atau objek

telaah utama. Melalui pendekatan ini, peneliti membedah anatomi draf

perjanjian tersebut untuk mengidentifikasi letak ketimpangan yuridis,
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seperti keberadaan klausula eksonerasi. Selanjutnya, dokumen tersebut
dievaluasi menggunakan perspektif perlindungan konsumen serta tinjauan
hukum Islam, guna memastikan tidak ada klausula manipulatif atau praktik
menggantungkan ijarah pada syarat yang tidak pasti, sehingga
kesesuaiannya dengan prinsip Maqasid asy-Syari‘ah dapat diukur secara
presisi.t®

4. Sumber Data
Mengingat terbatasnya akses terhadap data internal perusahaan financial
technology yang bersifat tertutup, pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen elektronik. Penelusuran
dokumen difokuskan dengan mengakses secara langsung platform aplikasi
GoPay Pinjam (PT Findaya) guna menghimpun dokumen-dokumen hukum
terkait. Hal ini bertujuan untuk mengkaji syarat dan ketentuan layanan,
khususnya untuk memperoleh draf perjanjian elektronik (klausula baku) dan
ketentuan skema biaya

5. Teknik Pengumpulan
Dalam-"penelitian "hukum ‘normatif, " pengumpulanbahan™hukum tidak
dilakukan melalui” observasi lapangan atau wawancara, melainkan
menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dan studi

dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca,

19 Sidi Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris
Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia,” Lex Jurnalica 22, No. 1 (2025), him. 8.
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mencatat, dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen hukum yang

berkaitan dengan objek penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Inventarisasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan secara
komprehensif, mulai dari bahan hukum primer (teks POJK Nomor 40
Tahun 2024) hingga bahan hukum sekunder (klausula baku perjanjian
GoPay Pinjam, jurnal ilmiah, dan literatur hukum).

b. Sistematisasi: Memilah dan menyusun bahan hukum yang telah
terkumpul secara sistematis berdasarkan isu hukum yang diteliti. Hal
ini dilakukan agar dokumen siap dianalisis untuk menjawab
permasalahan terkait perlindungan debitur pinjaman online dari
perspektif maqasid asy-Syari‘ah dan regulasi OJK.

Analisis Data

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara

kualitatif-normatif menggunakan penalaran deduktif. Analisis ini tidak

menggunakan_metode pengolahan data lapangan, melainkan difokuskan
pada penelaahan teks, norma, dan asas ‘hukum ‘melalui langkah-langkah
berikut:

a. Analisis Isi (Content Analysis) dan Evaluasi: Membedah dan
menginterpretasikan isi dari norma hukum (POJK) serta dokumen
perjanjian (GoPay Pinjam) untuk mengidentifikasi ada tidaknya

perlindungan hukum, ketidakseimbangan posisi tawar, atau potensi
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pelanggaran hak debitur. Analisis ini kemudian dievaluasi
menggunakan pisau bedah magqasid asy-Syari ‘ah.

b. Penarikan Kesimpulan (Argumentasi Hukum): Menarik kesimpulan
yang bersifat preskriptif (memberikan jalan keluar atau penilaian
hukum) dari aturan dan teori yang bersifat umum (regulasi OJK dan
teori maqasid asy-Syari‘ah) menuju pada permasalahan khusus yang
diteliti (klausula GoPay Pinjam) guna menjawab rumusan masalah
penelitian secara akurat.?

G. Sistematika Pembahasan
Dalam skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak dalam
Klausula Baku GoPay Pinjam Tinjauan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan
Magqasid asy-Syart‘ah” penulis membagi dan Menyusun penulisan ke dalam
lima bab sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan kerangka dasar pemikiran penelitian,
dimulai dari latar belakang yang menjelaskan urgensi perlindungan debitur
dalam ekasistem pinjaman online. Selanjutnya disusun rumusan masalah,
tujuan-serta manfaat penelitian, telaah pustaka, ‘teori-awal yang menjadi
acuan, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan serta
analisis data, dan akhirnya penjabaran sistematika penulisan. Seluruh

komponen ini menjadi pijakan awal untuk menelusuri isu perlindungan

20 Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi
Eksploratif Di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3, no. 3
(2024), him. 4.
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debitur dalam perspektif maqasid asy-Syari‘ah dan regulasi terbaru terkait
layanan pendanaan digital.

Bab kedua memaparkan teori-teori yang relevan sebagai dasar
argumentasi dalam penelitian. Di dalamnya membahas konsep
perlindungan debitur dalam hukum ekonomi syariah, prinsip magasid asy-
Syari‘ah, serta ketentuan normatif mengenai layanan pendanaan bersama
berbasis teknologi informasi, khususnya POJK No. 40 Tahun 2024. Teori-
teori ini dipakai sebagai instrumen analisis dalam mengkaji kesesuaian
antara praktik pinjaman online dengan nilai syariah serta ketentuan
regulator.

Bab ketiga memuat deskripsi data dan kondisi empiris yang
berkaitan dengan praktik layanan pinjaman online di Indonesia. Bab ini juga
menggambarkan bagaimana implementasi POJK No. 40 Tahun 2024
berlangsung dalam operasional penyelenggara fintech, terutama aspek yang
berkaitan dengan perlindungan debitur. Data empiris tersebut menjadi dasar
dalam melakukan analisis pada bab berikutnya.

Bab keempat menyajikanhasil" analisis terhadap" perlindungan
debitur berdasarkan perspektif maqasid asy-Syari‘ah. Di bagian ini, seluruh
rumusan masalah dijawab melalui pengkajian data, regulasi, dan prinsip-
prinsip syariah. Analisis difokuskan pada sejauh mana POJK No. 40 Tahun
2024 telah mencerminkan perlindungan yang mencukupi, termasuk aspek
keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta pencegahan praktik yang

merugikan.
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Bab kelima berisi ringkasan hasil penelitian atau kesimpulan yang
ditarik dari keseluruhan pembahasan. Selain itu, penulis menyampaikan
saran dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak baik
regulator, pelaku fintech, maupun Masyarakat dalam upaya memperkuat
perlindungan debitur pada layanan pinjaman online sesuai prinsip maqasid

asy-Syari‘ah dan regulasi yang berlaku.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan
pisau analisis Teori Perlindungan Hukum preventif-represif, perlindungan
hukum bagi debitur dalam layanan GoPay Pinjam menurut POJK Nomor 40
Tahun 2024 belum berjalan optimal. Secara preventif, POJK Nomor 40 Tahun
2024 telah menetapkan norma perlindungan yang komprehensif melalui
ketentuan transparansi informasi, pembatasan Manfaat Ekonomi maksimal 0,1%
per hari, larangan klausula eksonerasi, dan kewajiban perlindungan data pribadi.
Namun, dalam tataran implementasi, ditemukan pelanggaran nyata: (1)
pembebanan Manfaat Ekonomi sebesar 0,132% per hari melalui praktik fee
splitting yang memisahkan bunga dan biaya layanan sehingga secara kumulatif
melampaui batas regulasi; (2) keberadaan klausula eksonerasi pada Pasal 8.4.2
dan Pasal 8.4.3 yang membebaskan tanggung jawab penyelenggara secara
sepihak dan membatasi hak tuntut debitur secara tidak proporsional. Secara
represif, mekanisme penegakan hukum juga belum efektif karena ditemukan
indikasi pelanggaran dalam proses penagihan, di ‘mana kontak darurat
(emergency contact) dieksploitasi sebagai sarana tekanan psikologis terhadap
debitur, yang secara tegas dilarang oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan

hukum terhadap debitur belum memberikan kepastian, keseimbangan, dan

88
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keadilan yang maksimal, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan

hukum yang lebih tegas dari OJK.

Ditinjau dari perspektif Maqasid asy-Syari‘ah Ibn ‘Asyur, implementasi
klausula baku dan pembebanan Manfaat Ekonomi dalam layanan GoPay Pinjam
belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah. Struktur kontrak yang tidak
memberikan ruang negosiasi, ketidakjelasan komposisi biaya, tingginya
pembebanan Manfaat Ekonomi, serta mekanisme penagihan yang bersifat
intimidatif menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan, kesetaraan,
kebebasan, transparansi, dan perlindungan harta maupun jiwa debitur. Oleh
karena itu, unsur-unsur kemudaratan dalam layanan GoPay Pinjam perlu
dihilangkan terlebih dahulu agar kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan
utama Maqasid asy-Syari‘ah dapat terwujud secara nyata.

1. Aspek yang Harus Diperkuat Aspek utama yang harus segera diperkuat
adalah perlindungan preventif terkait transparansi struktur biaya untuk
mencegah jebakan hidden fees, serta perlindungan represif terkait
keselamatan fisik dan ‘psikologis_debitur beserta kontak daruratnya dari
praktik-penagihan. Penguatan pada dua-aspek’ini muttak diperlukan untuk
menjamin Keseimbangan kontrak sekaligus mewujudkan kemaslahatan
syariat, yakni perlindungan harta (Hifz al-Mal) dan perlindungan
jiwa/martabat manusia (Hifz al-Nafs).

2. Titik Perubahan (Pengaturan dan Prosedur) Untuk mewujudkan penguatan
tersebut, harus ada perubahan nyata pada dua instrumen, yaitu regulasi

negara dan prosedur operasional platform:
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Perubahan Pengaturan (Regulasi): Perlu adanya aturan turunan atau Surat
Edaran dari OJK yang melengkapi POJK No. 40 Tahun 2024. Regulasi baru
ini harus secara eksplisit melarang pemecahan nomenklatur biaya (seperti
memisah "bunga” dan "biaya layanan™) yang secara akumulatif mengelabui
batas maksimal Manfaat Ekonomi 0,1% per hari. Selain itu, regulasi harus
menegaskan bahwa klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab
penyelenggara dari tindakan kekerasan pihak ketiga (agen penagih)
dinyatakan batal demi hukum.

Perubahan Prosedur GoPay Pinjam: Pada tataran operasional, PT Findaya
(GoPay Pinjam) wajib merombak prosedur antarmuka pengguna (User
Interface) pada saat persetujuan kontrak. Prosedur yang baru tidak boleh
menyembunyikan biaya di lampiran, melainkan harus menampilkan total
persentase akumulasi biaya secara pop-up peringatan sebelum debitur dapat
menekan tombol persetujuan (clickwrap). Selain itu, prosedur penagihan
harus diubah dengan memblokir akses ke Kontak Alternatif secara

sistematis apabila debitur utama masih dapat dihubungi.

3. Pihak yang'Bertanggung Jawab Mengatur dan Mengawal Agar rekomendasi

di atas tidak hanya menjadi macan kertas, pihak-pihak yang harus bertanggung

jawab penuh untuk mengawal pelaksanaannya adalah:

a.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Sebagai pemegang otoritas tertinggi sektor
keuangan, OJK bertanggung jawab untuk melakukan audit wajib
(mandatory audit) terhadap seluruh draf klausula baku (Standard Form

Contract) penyelenggara LPBBTI sebelum aplikasi diluncurkan ke publik.
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b. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI): Bertanggung
jawab untuk mengawal implementasi kode etik penagihan secara ketat di
lapangan, serta mencabut sertifikasi profesi agen penagih (debt collector)
yang terbukti melakukan intimidasi.

Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP): Mengingat
penyalahgunaan Kontak Alternatif merupakan pelanggaran privasi,
lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan sanksi administratif dan
denda kepada platform yang membiarkan data pihak ketiga digunakan

sebagai sarana intimidasi psikologis.



B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang
ditujukan kepada berbagai pihak terkait sebagai berikut.

1. Kepada Penyelenggara LPBBTI dan Mitra Penagih (Debt Collector)
Dalam rangka memperkuat perlindungan debitur, penyelenggara LPBBTI
dan mitra penagihnya wajib menerapkan mekanisme penagihan yang
bertahap, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 40 Tahun
2024 serta pedoman AFPI. Tahapan penagihan yang direkomendasikan
adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama Penagihan Preventif (H+1 s.d. H+30): Penagihan
dilakukan secara kekeluargaan melalui notifikasi otomatis aplikasi, pesan
singkat (SMS/WhatsApp), atau telepon dengan nada sopan dan informatif.
Debt collector wajib memperkenalkan diri, menyebutkan identitas lembaga,
dan memberikan informasi rinci mengenai jumlah tunggakan serta opsi
restrukturisasi. Pada tahap ini tidak diperkenankan adanya tekanan
psikologis, ancaman, atau kontak kepada pihak Ketiga.

Tahap Kedua Penagihan” Mediasi  (H+31 s.d."H+60): Apabila debitur
belum memenuhi kewajibannya, penyelenggara menawarkan mediasi dan
negosiasi secara langsung melalui desk collection. Petugas penagih wajib
membawa surat tugas resmi, bersikap profesional, dan menyediakan opsi
restrukturisasi atau perpanjangan tenor. Penagihan hanya boleh dilakukan

pada pukul 08.00-20.00 waktu setempat.
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Tahap Ketiga Penagihan Lapangan (H+61 s.d. H+90): Jika mediasi tidak
berhasil, penyelenggara dapat menugaskan field collector yang wajib
memiliki sertifikat profesi penagihan dari AFPI. Petugas dilarang keras
melakukan intimidasi fisik maupun verbal, mempermalukan debitur di
depan umum, atau menyebarkan informasi debitur kepada pihak yang tidak
berkepentingan. Penggunaan kontak darurat hanya diperkenankan untuk
mengonfirmasi keberadaan debitur, bukan sebagai sarana tekanan.

Tahap Keempat Penyelesaian Sengketa dan Jalur Hukum (H+91
ke atas): Apabila seluruh tahapan di atas tidak menghasilkan penyelesaian,
penyelenggara dapat menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan
atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS SJK). Pada tahap
ini, penagihan lapangan dihentikan dan penyelesaian diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK perlu memperjelas definisi “Manfaat Ekonomi” dalam POJK Nomor
40, Tahun 2024 dengan secara tegas menetapkan bahwa seluruh komponen
bitaya-yang dibebankan” kepada debitur termasuk -biaya ‘provisi, biaya
layanan, biaya administrasi, dan bunga harus dihitung sebagai satu kesatuan
dalam penghitungan batas maksimum Manfaat Ekonomi. Hal ini diperlukan
untuk menutup celah hukum praktik pemecahan komponen biaya (fee
splitting) yang terbukti disalahgunakan sebagai regulatory arbitrage.

. OJK perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap draf

perjanjian baku (klausula baku) yang digunakan oleh penyelenggara
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LPBBTI, khususnya dalam mengidentifikasi klausula eksonerasi dan
pembatasan hak debitur yang bertentangan dengan UUPK. Pengawasan ini
dapat dilakukan melalui mekanisme pra-persetujuan (prior approval)
sebelum klausula baku diberlakukan kepada konsumen.

c. OJK perlu memperkuat mekanisme penegakan sanksi yang bersifat jera
(deterrent) terhadap penyelenggara yang terbukti melanggar batasan
Manfaat Ekonomi atau menerapkan klausula baku yang bertentangan
dengan peraturan, termasuk kemungkinan pengenaan denda administratif
yang proporsional dan pencabutan izin usaha bagi pelanggaran yang bersifat
sistemik.

2. Kepada Penyelenggara GoPay Pinjam (PT Findaya)

a. Penyelenggara perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap draf perjanjian
baku GoPay Pinjam dengan menghapus seluruh klausula eksonerasi yang
bertentangan dengan UUPK, termasuk pembatasan tanggung jawab atas
cidera pribadi (Pasal 8.4.2) dan pembatasan daluwarsa yang tidak
proporsional (Pasal 8.4.3). Revisi ini merupakan kewajiban hukum sekaligus
langkah-strategis  untuk membangun kepercayaan konsumen dalam jangka
panjang.

b. Penyelenggara perlu menyajikan rincian keseluruhan biaya secara transparan
dan mudah dipahami pada tampilan utama aplikasi sebelum debitur
memberikan persetujuan, bukan menyembunyikannya dalam lampiran

perjanjian. Hal ini merupakan implementasi prinsip Wudizi (transparansi)
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yang tidak hanya diperintahkan oleh regulasi, tetapi juga merupakan standar
etika bisnis yang bertanggung jawab.

c. Penyelenggara perlu memperketat sistem pengawasan internal terhadap mitra
penagih (desk collection dan field collection) untuk memastikan tidak terjadi
praktik intimidasi, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan data kontak
darurat yang melanggar UU PDP dan standar etika AFPI. Pembuatan
mekanisme pelaporan pelanggaran penagih (whistleblowing mechanism)
oleh debitur perlu disediakan secara mudah diakses dalam aplikasi.

3. Kepada Masyarakat dan Debitur

a. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan digital, khususnya
memahami hak-hak debitur yang dijamin oleh UUPK dan POJK Nomor 40
Tahun 2024, termasuk hak atas transparansi biaya, hak mengajukan
keberatan, dan hak atas perlindungan data pribadi. Sebelum menyetujui
perjanjian pinjaman online, debitur hendaknya membaca seluruh syarat dan
ketentuan secara cermat, terutama Klausula yang berkaitan dengan biaya,
denda, dan mekanisme penagihan.

b. Apabila ‘debitur “mengalami * praktik ™ penagthan-"yang intimidatif,
penyalahgunaan data pribadi, atau pembebanan biaya yang tidak sesuai
perjanjian, debitur berhak melaporkan hal tersebut kepada OJK melalui
Kontak OJK 157 atau portal pengaduan resmi, kepada AFPI selaku asosiasi
penyelenggara, serta kepada Komnas HAM apabila terjadi pelanggaran

terhadap hak-hak dasar yang bersifat serius. Keberanian debitur untuk
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melapor merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem
pinjaman online yang sehat dan berkeadilan.
4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman data primer
karena bersifat normatif-observatif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk
mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris yang lebih
komprehensif, misalnya dengan melakukan survei terhadap debitur GoPay
Pinjam atau layanan LPBBTI lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman
mereka atas klausula perjanjian dan pengalaman aktual mereka dalam proses
penagihan. Selain itu, perbandingan komparatif antara penerapan POJK Nomor
40 Tahun 2024 pada berbagai platform fintech lending lainnya juga akan
menghasilkan wawasan akademis yang lebih komprehensif tentang lanskap

perlindungan debitur di Indonesia.
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